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[bookmark: _Toc156253818][bookmark: _Toc187158567]1.1 	Latar Belakang Masalah
Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi selama periode tertentu, baik entitas yang berorientasi laba ataupun nonlaba, (Adfi, M Kholid et all. 2023:884). Salah satu organisasi yang dikategorikan ke dalam organisasi nirlaba adalah masjid. Organisasi masjid merupakan organisasi sektor publik atau organisasi nirlaba, dimana kebanyakan masjid didirikan oleh swadaya masyarakat. Ada yang berawal dari tanah wakaf pribadi, ada juga yang didirikan oleh sekelompok masyarakat tertentu, (Chaniago,Sabaruddin et all. 2022).
Organisasi nirlaba atau non-profit organisation (NPO) adalah organisasi yang tidak didorong oleh keuntungan tetapi oleh dedikasi untuk tujuan tertentu yang merupakan target dari semua pendapatan di luar apa yang diperlukan untuk menjalankan organisasi, (Haryanti, S dan M. Elfan Kaubab 2019 :141). Organisasi nirlaba pada umumnya memilih pemimpin, pengurus atau penanggungjawab yang menerima amanat dari para stakeholdernya. Meskipun kegiatan utama organisasi nirlaba tidak berorientasi pada keuntungan, namun yang sangat penting untuk diperhatikan adalah aspek keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, sebagai bentuk untuk menjaga kepercayaan komunitas atau masyarakat. 

1
Organisasi nirlaba semenjak tahun 1997 diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Namun mulai tahun 2019 PSAK 45 diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Dengan keluarnya peraturan baru ini maka organisasi nirlaba menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35. Tapi munculnya peraturan baru ini, terasa sulit untuk diterapkan oleh organisasi nirlaba karena banyak organisasi nirlaba yang tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi sehingga sulit untuk melaksanakannya (Diviana et all. 2020). Masjid sebagai salah satu contoh organisasi nirlaba merupakan tempat ibadah bagi umat muslim tentunya masjid mengelola dana yang diterima dari pemerintah, perusahaan dan donatur (masyarakat). Pengelolaan dan sumber daya diperoleh secara sukarela, tidak ada paksaan untuk menjadi pengelola masjid. Oleh karena itu, masjid memerlukan pengendalian internal dan praktik akuntansi yang penting dalam pengelolaan masjid. Namun, sistem informasi akuntansi masjid selama ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Praktik pembukuan dan pelaporan keuangan masjid untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana masjid masih menjadi perdebatan di kalangan umat islam karena apa yang mereka anggap mengandung unsur riya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 
Permasalahan mendasar mengenai praktik akuntansi syariah dan pelaporan keuangan masjid selama ini adalah belum adanya sistem informasi akuntansi masjid yang memenuhi kepatuhan syariah, karena masih banyak masjid yang belum menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan dana dan pelaporan keuangan (Haryanti, S dan M. Elfan Kaubab 2019:141). Laporan keuangan masjid merupakan serangkaian aktivitas dan proses pelaporan keuangan melalui bentuk dokumen penting yang mencerminkan kekuatan dan kemampuan keuangan organisasi. Pengungkapan laporan keuangan adalah bagian dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam Islam, akuntabilitas memiliki tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas di mana ekonomi, politik, agama dan urusan sosial, termasuk akuntansi, berada di bawah yurisdiksi hukum ilahi Islam (syariah).
Penyajian laporan keuangan masjid dapat menggunakan suatu cara yang dikenal dengan Sistem Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disingkat PSAK. Dalam hal ini adalah PSAK No. 45 yang sekarang telah diganti menjadi ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang berbunyi:
“Laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan” (Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) : 2019).  

Mengacu pada ISAK 35 tersebut dapat dinyatakan bahwa komponen laporan keuangan entitas nonlaba meliputi Laporan Posisi Keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Keluarnya ISAK 35 diharapkan penyusunan laporan keuangan masjid sesuai dengan standar yang ada sebagai bentuk akuntabilitas kepada jamaah atau pemberi dana. Dengan adanya ISAK 35 semua pengurus masjid diharapkan memiliki pedoman untuk menyajikan laporan keuangan secara akuntabel (Diviana et al. 2020). Pelaporan atas penggunaan dana yang dilakukan pada organisasi nirlaba seperti masjid merupakan hal yang penting karena merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi organisasi tersebut yang sepatutnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, (Mahardika et all. 2022).
Penelitian terdahulu terkait dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Organisasi yang dilakukan oleh Akhreza Saiffudin (2023) menunjukkan bahwa (1) Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin telah melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluarannya sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Masjid. Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin sudah benar dalam mengelola dananya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh gubernur. (2) Transparansi Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin sudah cukup baik dilakukan oleh pengelola Masjid. Dimana penyampaian informasi keuangan Masjid Raya oleh pengelola rutin disampaikan setiap minggunya dan pada awal tahun penyampaian laporan keuangan disampaikan melalui media cetak berupa koran daerah yaitu Banjarmasin Post (B-Post). (3) PSAK No. 45 untuk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin sudah sangat berkaitan erat dengan pencatatan/laporan keuangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. (4) Kendala utama yang dihadapi Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dalam melakukan pengelolaan keuangan adalah pengetahuan sumber daya manusia. Sebagaimana kurangnya pemahaman bendahara tentang pelaporan keuangan karena minimnya pengetahuan tentang akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kholmi 2022) menemukan bahwa, Kesederhanaan pelaporan keuangan masjid menjadi keselarasan pengurus masjid dengan masyarakat dan organisasi islam. Selain kesederhanaan pelaporan keuangan, masjid juga memiliki struktur pengelolaan keuangan yang sederhana. Namun pelaksanaannya dilakukan secara amanah dan bersinergi dengan masyarakat dan organisasi islam. Justru pengendalian internal dan eksternal dapat dibentuk dengan tepat. Hal ini juga dilakukan dalam pengelolaan dana, mulai dari pemasukan, proses, hingga pengeluaran dana. Pola akuntabilitas yang terbentuk dimasjid adalah vertikal (tanggung jawab kepada pimpinan cabang dan pimpinan organisasi islam), horizontal (tanggung jawab kepada masyarakat), dan tresendetal (kepada Allah SWT). 
Masjid Jami’Al Ridha merupakan salah satu masjid besar yang ada di Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Berdasarkan observasi pada tahap pra penelitian diperoleh informasi bahwa di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara memiliki 31 masjid, sebagian di antara nya yaitu, Masjid Jami’ Al Ridha, Masjid Al- Ikhlas, Masjid an-Nur, Masjid Al-Hidayah, dan Masjid Al- Muttaqin. Dari beberapa masjid tersebut pengelolaan keuangan dilakukan secara sangat sederhana, Masjid Al-Ikhlas hanya menyajikan laporan pengelolaan keuangan pada saat ada kegiatan di masjid, dimana Bendahara Masjid menyampaikan jumlah dana yang masuk dan dana yang keluar untuk pendanaan suatu kegiatan tertentu (misalnya pembayaran listrik, tukang untuk mengecat atau renovasi masjid, dan lainnya. Hanya Masjid Jami’ Al Ridha yang sudah membuat pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran kas secara lebih rinci dan menyampaikan pengumuman secara berkala (saat Ibadah Shalat Jumat).
Berikut contoh penyajian laporan kas Masjid Jami’ Al Ridha (secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran).
Tabel 1.1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid Jami’ Al Ridha Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara per-tahun
	TAHUN
	TOTAL PENERIMAAN KAS
	TOTAL PENGELUARAN KAS

	2020
	RP. 451.580.900
	RP. 444.821.700

	2021
	RP. 563.375.000
	RP. 561.914.340

	2022
	RP. 582.510.000
	RP. 596.639.000


Sumber: Laporan Keuangan Masjid Jami’ Al Ridha

Mengacu pada Tabel 1.1 diperoleh gambaran bahwa Masjid Jami’ Al Ridha telah menunjukkan prinsip akuntabilitas dan transparansi terkait dengan pengelolaan keuangan masjid. Maka penelitian ini dilakukan di Masjid Jami’ Al Ridha dengan alasan pendukung bahwa masjid ini merupakan masjid terbesar dan sering banyak digunakan dalam kegiatan peribadatan sekaligus masjid ini sebagai masjid yang unggul dalam jumlah jamaahnya. Informasi dari pihak Bendahara Masjid Jami’ Al Ridha menyatakan bahwa per Desember 2020 masjid Jami’ Al Ridha mencatat penerimaan dana mencapai Rp. 451.580.900 dan dimanfaatkan untuk pendanaan sebesar Rp. 444.821.700. Desember 2021 masjid Jami’ Al Ridha mencatat penerimaan dana mencapai Rp. 563.375.000, dan dimanfaatkan untuk pendanaan sebesar Rp. 561.914.340. Desember 2022 masjid Jami’ Al Ridha mencatat penerimaan dana mencapai Rp. 582.510.000 dan dimanfaatkan untuk pendanaan sebesar Rp. 596.639.000. Berdasarkan hasil observasi pra riset ke lapangan ditemukan beberapa informasi terkait dengan pelaporan keuangan yang ada di Masjid Jami’ Al Ridha bahwasannya laporan keuangan disusun oleh bendahara masjid dibantu oleh beberapa anggota lainnya dengan masih menggunakan format sederhana hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kassederhana dan manual yaitu buku kas bulanan dan tahunan, sudah rinci tetapi tidak berasarkan standar akuntansi keuangan berbasis masjid yaitu PSAK No.45 dan belum menerapkan prinsip-prinsip syariah serta menerapkan metode akrual dalam pencatatannya.
Adapun faktor yang mempengaruhi kemampuan pengurus masjid dalam pencatatan laporan keuangan masjid terutama yaitu kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman pengurus mengenai akuntansi, sehingga pengurus hanya mencatat laporan keuangan masjid dasar secara sederhana. Kurangnya standar akuntansi syariah yang spesifik untuk lembaga nirlaba keagamaan yaitu masjid. Pada umumnya standar akuntansi syariah lebih banyak berfokus pada lembaga keuangan seperti bank syariah, tetapi jarang membahas standar yang relevan untuk lembaga nirlaba, termasuk masjid. Berdasarkan hasil observasi pada tahap pra penelitian, diperoleh gambaran dari beberapa jama’ah Masjid Jami’ Al Ridha, dimana masyarakat menganggap keuangan dan pengelolaannya itu hanya urusan dari pengurus atau takmir, jamaah menyerahkan seluruhnya urusan tersebut kepada takmir, dan tidak merasa perlu sekali untuk tahu berapa uang yang ada di masjid, darimana dan digunakan untuk apa saja. Pada pokoknya, jamaah percaya kepada takmir. Meskipun pada praktiknya, pengurus Masjid Jami’ Al Ridha telah melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran dana sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan di Masjid Jami’ Al Ridha dalam mengelola dananya dengan amanah yang diberikan oleh para jamaah Masjid Jami’. Namun masih ada beberapa di dalam pengurus belum melakukan amanah yang diberikan dengan baik melaporkan tentang semua kegiatan masjid salah satunya dengan praktik akuntansi dalam pelaporan keuangan. Takmir masjid telah berusaha memberikan informasi keuangan masjid misalnya saat ada pertemuan dengan jamaah saat rapat tentang persiapan kegiatan keagamaan, saat shalat jumat, serta shalat ied, tetapi hal itu belum sepenuhnya disampaikan seperti digunakan untuk apa saja dana yang telah diterima. Tetapi hal ini sudah terbukti bahwa pengelolaan dana bantuan dan sumbangan Masjid Jami’ Al Ridha sudah transparan karena setiap sholat jumat di siarkan kepada jamaah sholat jumat dan masyarakat sekitar menggunakan pengeras suara. 
[bookmark: _Toc186722291][bookmark: _Toc187158568]Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA MASJID TERHADAP LAPORAN KEUANGAN MASJID JAMI’ AL RIDHA LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA’’.

[bookmark: _Toc156253819][bookmark: _Toc187158569]1.2 	Identifikasi Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, masalah yang diidentifikasi adalah:
1. Sifat amanah dan kualitas sumber daya manusia pengurus Masjid Jami’ Al Ridha dalam melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran dana masih rendah belum sepenuhnya maksimal dikarenakan pengurus masjid tidak ada yang memiliki di latar belakang keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan di Masjid Jami’ Al Ridha.
2. Bentuk transparansi masjid jami’ al-ridha telah berusaha memberikan informasi keuangan masjid misalnya saat ada pertemuan dengan jamaah saat rapat tentang persiapan kegiatan keagamaan, saat shalat jumat, serta hari-hari besar, tetapi belum sepenuhnya disampaikan secara jelas penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk apa saja.

[bookmark: _Toc156253820][bookmark: _Toc187158570]1.3 	Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka perlu diadakan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada analisis akuntabilitas dan transparansi dana masjid terhadap laporan keuangan masjid dari laporan keuangan masjid di Masjid Jami’ Al Ridha Kecamatan Lima PuluhKabupaten Batu Bara.

1.4 [bookmark: _Toc156253821][bookmark: _Toc187158571]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Masalah tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Masjid Jami’ Al-Ridha Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?
2. Bagaimana penerapan transparansi laporan keuangan Masjid Jami’ Al-Ridha Lima Puluh Kabpaten Batu Bara kepada jamaah dan pihak terkait lainnya?
3. Apakah laporan keuangan Masjid Jami Al-Ridha Lima Puluh telah menyajikan informasi keuangan sesuai dengan ISAK 35?

[bookmark: _Toc156253822][bookmark: _Toc187158572]1.5 	Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. [bookmark: _Toc156253823]Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan di Masjid Jami’ Al-Ridha Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui penerapan transparansi laporan keuangan Masjid Jami’ Al-Ridha Lima Puluh Kabupaten Batu Bara kepada jamaah dan pihak terkait lainnya.
3. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan Masjid Jami Al-Ridha Lima Puluh telah menyajikan informasi keuangan sesuai dengan ISAK 35.

1.6 	Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi perorangan maupun institusi yang bersangkutan, adapun manfaat penelitian ini ialah:
1. [bookmark: _Toc120726538][bookmark: _Toc120726843]Bagi Peneliti
[bookmark: _Toc120726539][bookmark: _Toc120726844]Penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian yang mendalam dalam materi keuangan terkait dengan mata kuliah tentang akuntansi syariah untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat diterapkan dalam pengelolaan dana masjid. Serta memperluas pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi, khususnya mengenai pengelolaan dana di organisasi nirlaba seperti halnya masjid.
2. Bagi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
[bookmark: _Toc120726540][bookmark: _Toc120726845]Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi sebagai referensi dari segi keilmuan dalam mendukung pengembangan penelitian dan kegiatan pengabdian selanjutnya dibidang ilmu akuntansi keuangan syariah. 
3. Bagi Masjid Jami Al-Ridha Lima Puluh Kabupaten Batu Bara
[bookmark: _Toc120726541][bookmark: _Toc120726846]Penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi pengurus masjid dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana masjid dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan masjid yang lebih baik sesuai dengan syariah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan sumber informasi dalam penelitian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan dengan melihat pemasalahan dan sudut pandang yang berbeda.
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